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ABSTRACT

Sampang was one of the highest contributors to the number of lepers in East Java. Based on the data in 2011, 
found that the number of leprosy patients in Sampang were 617 or 7,37% of 10,000 people with 125 people leprosy 
reactions or 20,25% of the total number of patients. The result of preliminary survey showed that 75% of officers were 
not obedient in implementing of giving drug leprosy Standard Operating Procedure (SOP). The purpose of this study is 
identify the influence of commitment and motivation in implementing of obedience leprosy services SOP, (5) Construct 
a recommendation to improve the obedience of officers in implementation of leprosy services SOP at Sampang health 
center. This study was an observational analytic study used cross sectional approach. The population in this study was 
all officers of leprosy in a Sampang health center. The result showed that things affected to implementation obedience 
of SOP are policy of SOP, legitimate power and commitment of leprosy officer. It will be recommended to improve the 
obedience of officer in executing of leprosy SOP by constructing a policy on the implementation of Leprosy SOP.
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PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang 
dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
Dalam mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan 
dilaksanakan secara terarah, berkesinambungan dan 
realistis sesuai pentahapannya. Salah satu sub sistem 
dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah Upaya 
Kesehatan (Depkes, 2009).

Aplikasi dari sub sistem upaya kesehatan 
diantaranya dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan 
oleh Puskesmas dan rumah sakit. Selama ini pemerintah 
telah membangun Puskesmas dan jaringannya di seluruh 
Indonesia. Rata-rata setiap kecamatan mempunyai dua 
Puskesmas, setiap tiga desa mempunyai satu Puskesmas 
pembantu. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis 
Dinas Kesehatan kabupaten atau kota bertanggung 
jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di 
suatu wilayah kerja dengan melaksanakan program wajib 
Puskesmas. Salah satu program wajib Puskesmas adalah 
upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 
(Depkes, 2004).

Salah satu program wajib Puskesmas adalah upaya 
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 
(Depkes, 2004). Pemberantasan penyakit kusta merupakan 
bagian dari upaya pencegahan penyakit menular. 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu Kabupaten 
di Jawa Timur yang menjadi penyumbang tertinggi 
angka penderita kusta. Berdasarkan data tahun 2011 
didapatkan bahwa jumlah penderita kusta di Kabupaten 
Sampang 617 penderita atau prevalensinya 7,37%/10.000 
penduduk dengan kejadian reaksi pada penderita kusta 
sebanyak 125 orang atau 20,25% dari jumlah total 
penderita. Tidak ada target nasional untuk kejadian reaksi 
kusta, tetapi disarankan seminimal mungkin tidak terjadi 
reaksi pada penderita kusta. Tingginya angka reaksi 
kusta menunjukkan ketidakterampilan petugas dalam 
menangani penyakit kusta.

Tingginya angka reaksi kusta menunjukkan 
ketidakterampilan petugas dalam menangani penyakit 
kusta. Reaksi kusta, yang merupakan suatu reaksi 
kekebalan yang abnormal (respons imun seluler atau 
respons imun humoral), dengan akibat yang merugikan 
penderita. Reaksi kusta dapat terjadi sebelum, selama 
atau sesudah pengobatan dengan obat kusta. Reaksi 
kusta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu reaksi kusta tipe I 
dan reaksi kusta tipe II. Reaksi kusta tipe I disebabkan 
karena meningkatnya kekebalan seluler secara cepat, 
ditandai lesi kulit memerah, bengkak, nyeri, panas, neuritis 
dan gangguan fungsi saraf serta dapat terjadi demam. 
Sebaliknya reaksi tipe II merupakan reaksi humoral, yang 
ditandai dengan timbulnya nodul kemerahan, neuritis, 
gangguan fungsi saraf tepi, gangguan konstitusi dan 
adanya komplikasi pada organ tubuh lainnya.
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Berdasarkan hasil survei pendahuluan telah 
dilakukan kepada petugas kusta tentang kepatuhan 
petugas terhadap SOP pemberian obat kusta. Dari latar 
belakang di atas, maka masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah rendahnya kepatuhan petugas 
sebesar 25% dalam melaksanakan SOP pelayanan 
kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang Tahun 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah menyusun rekomendasi untuk 
meningkatkan kepatuhan petugas kusta di Puskesmas 
Kabupaten Sampang berdasarkan analisis pengaruh 
faktor Dinas Kesehatan (monitoring evaluasi dan kebijakan 
pelaksanaan SOP pelayanan kusta), faktor power kepala 
Puskesmas (reward power, coercive power, legitimate 
power, expert power, referent power dan informational 
power), faktor petugas (komitmen dan motivasi) terhadap 
kepatuhan petugas kusta melaksanakan SOP pelayanan 
kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan lingkup masalah, penelitian ini 
merupakan penelitian analitik. Pengolahan data dan 
analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif yang 
bertujuan menganalisis faktor yang memengaruhi 
kepatuhan petugas kusta dalam melaksanakan SOP 
pelayanan kusta. Pengumpulan data dilakukan secara 
cross sectional yang berarti tiap subjek penelitian hanya 
diobservasi dan diukur sekali saja terhadap status karakter 
atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Penelitian 
ini dilaksanakan di Puskesmas Kabupaten Sampang. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua petugas kusta 
di Puskesmas Kabupaten Sampang. Jumlah populasi 
sebanyak 21 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 
20 orang petugas kusta di Puskesmas Kabupaten 
Sampang. Satu Puskesmas tidak dijadikan sampel karena 
Puskesmas peneliti.

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan 
analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran 
distribusi frekuensi semua variabel termasuk gambaran 
umum responden. Selain itu juga dilakukan analisis 
pengaruh dengan menggunakan uji statistik regresi 
logistik ganda yang bertujuan untuk menganalisis faktor 
yang memengaruhi kepatuhan petugas kusta dalam 
melaksanakan SOP pelayanan kusta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Petugas Kusta dalam Melaksanakan SOP 
Pelayanan Kusta di Puskesmas Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan monev 
(monitoring dan evaluasi) dinilai cukup dengan rincian 
yang terdiri dari rutinitas pelaksanaan monev kepada 
petugas kusta, monev SOP pelayanan kusta langsung 
kepada petugas kusta, feedback laporan kusta bulanan 
sebagai evaluasi, pertemuan rutin bulanan petugas 
kusta sebagai evaluasi, dan tim Kusta Kabupaten yang 
memantau pasien kusta langsung merupakan bagian 
evaluasi. Pelaksanaan kebijakan dinilai cukup dengan 

rincian legalitas SOP pelayanan kusta, SOP pemeriksaan 
kusta sebagai pedoman pemeriksaan kusta, SOP 
pengobatan kusta sebagai pedoman pengobatan kusta. 
SOP penanganan kecacatan kusta sebagai pedoman 
penanganan kecacatan kusta dan SOP penanganan reaksi 
kusta sebagai pedoman penanganan reaksi kusta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 128/Menkes/SK/2004 menjelaskan Dinas 
Kesehatan sebagai induk dari Puskesmas yang berfungsi 
sebagai regulator memegang peranan penting dalam 
menentukan dan mengarahkan Puskesmas selaku 
UPT Dinas Kesehatan. Sebagai induk organisasi bagi 
Puskesmas, Dinas Kesehatan harus mempersiapkan 
semua kebutuhan Puskesmas, mulai dari kebutuhan 
sarana dan prasarana Puskesmas sampai pada menu 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas yang 
tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 
Dinas Kesehatan Kabupaten.

Demikian juga mengenai pelaksanaan kegiatan 
kusta yang selama ini sudah dijalankan secara rutin 
oleh Puskesmas merupakan bagian kegiatan Dinas 
Kesehatan untuk Puskesmas. Dikarenakan hal tersebut 
ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai 
pemilik kegiatan dan pemegang anggaran kegiatan, 
diantaranya Dinas Kesehatan harus melakukan monitoring 
dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan kusta di 
Puskesmas serta membuat kebijakan terkait pelaksanaan 
program kusta di Puskesmas. Dinas Kesehatan juga 
akan memegang kendali dalam pencapaian program 
kusta di Puskesmas monitoring dan evaluasi menurut 
Supriyanto dan Damayanti (2007) merupakan bagian dari 
unsur organisasi, yaitu sebagai bentuk pengawasan atau 
kendali dalam organisasi. Salah satu bentuk monitoring 
evaluasi adalah supervisi, yaitu kegiatan pembinaan, 
bimbingan atau pengawasan oleh pengelola program 
terhadap pelaksanaan di tingkat administrasi yang lebih 
rendah dalam rangka menetapkan kegiatan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan 
supervisi ini dapat dilakukan dengan cara terjadwal atau 
secara insidentil, sehingga tujuan dari supervisi sebagai 
upaya pemantapan dan pemanfaatan bagi pengelola 
program di tingkat administrasi dapat tercapai.

Demikian halnya dalam melakukan monitoring dan 
evaluasi juga harus ditentukan tujuan dan output yang 
ingin dicapai dari hasil monitoring tersebut. Untuk itu perlu 
dilakukan persiapan dalam pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi, seperti kelengkapan dokumen yang dibutuhkan 
dan persamaan persepsi dalam tim monitoring. 

Monitoring yang efektif untuk menilai pelaksanaan 
SOP oleh petugas kusta yaitu dengan langsung 
melakukan pengamatan kepada petugas kusta di 
lapangan. Pemantauan langsung akan mempermudah 
petugas memahami SOP yang dibuat Standard Operating 
Prosedure (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang 
berisi prosedur operasional standar yang ada dalam 
suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan 
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bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan 
fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam 
organisasi berjalan secara efektif dan efisien, konsisiten, 
standar dan sistematis (Tambunan, 2008).

Berdasarkan hasil uji regresi faktor yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta 
adalah kebijakan SOP dengan besar signifikansi 0,014. 
Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan SOP 
dapat menjadi sebuah pedoman kebijakan yang menjadi 
dasar dari semua kegiatan organisasi, operasional 
dan administratif. Kebijakan sebagai aturan yang tidak 
tertulis dari pimpinan menjadi hal yang penting bagi 
bawahan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang 
belum jelas dampaknya sebagai dasar atau perlindungan 
bagi petugas itu sendiri. Kebijakan seorang pimpinan 
sangat penting dalam upaya memberikan arah dalam 
pelaksanaan organisasi (Tambunan, 2008). Kebijakan 
kepala Puskesmas untuk menerapkan SOP kusta bagi 
petugas kusta memberikan dorongan bagi petugas untuk 
patuh melaksanakan SOP kusta. 

Dalam penelitian ini petugas kusta menilai 
bahwa kepala Puskesmas selaku atasan langsung 
dari programmer kusta, memiliki kepemimpinan yang 
kuat dalam menata organisasi Puskesmas. Petugas 
mempercayai kepala Puskesmas sebagai pimpinan yang 
menjadi teladan, pimpinan yang mampu memberikan 
perlindungan bagi bawahan serta pimpinan yang menjadi 
sumber informasi bagi bawahannya. Namun, berdasarkan 
hasil kuesioner masih ada petugas yang menjawab 
bahwa adanya rewards and punishment dari pimpinan 
tidak menyebabkan petugas menjalankan SOP kusta, di 
mana pimpinan Puskesmas tidak begitu peduli dengan 
pelaksanaan SOP kusta di Puskesmas. Hal ini ditunjukkan 
dengan lemahnya pelaksanaan coercive power oleh 
Kepala Puskesmas di Kabupaten Sampang. Bawahan 
melaksanakan SOP kusta dikarenakan adanya rasa 
hormat dan rasa malu kepada kepala Puskesmas.

Adanya reward dari Dinas Kesehatan dengan 
mempromosikan petugas kusta sebagai tenaga kesehatan 
teladan tidak menjadi daya tarik bagi petugas kusta di 
Puskesmas, justru menjadi hal yang tidak diinginkan, 
dikarenakan adanya anggapan dari petugas kusta dengan 
menjadi tenaga kesehatan teladan akan menambah 
beban kerja dan beban moral petugas tersebut. Hasil 
uji regresi linear ganda menunjukkan bahwa legitimate 
power secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan 
melaksanakan SOP dengan besar signifikansi 0,000. 
Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan petugas dalam 
melaksanakan SOP tergantung pada kemampuan kepala 
Puskesmas menggunakan hak dan kewenangannya 
(legitimasi) sebagai kepala Puskesmas untuk mengatur 
bawahannya dan juga bahwa tanggung jawab untuk 
patuh melaksanakan SOP dikarenakan orang yang 
memerintahkannya, bukan dirinya pribadi, misalnya atasan 
atau orang lain yang dianggap memiliki wewenang. Jika 
yang terjadi adalah demikian maka adanya otoritas/
kewenangan dari pimpinan merupakan hal yang sangat 

menentukan petugas untuk patuh atau tidak patuh 
melaksanakan SOP.

Seiring dengan perkembangan selama dilakukan 
penelitian ini petugas kusta di Puskesmas Kabupaten 
Sampang sudah mulai patuh untuk melaksanakan SOP 
yang dimulai dengan adanya komitmen wasor kusta di 
Dinas Kesehatan dalam memberikan tekanan kepada 
petugas kusta agar selalu menerapkan SOP kusta. 
Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pimpinan dalam 
membuat suatu aturan sangat berperan bagi petugas, 
walaupun kemungkinan petugas patuh melaksanakan SOP 
dikarenakan adanya perasaan takut kepada pimpinan, 
tetapi hal ini sudah merupakan suatu awal atau permulaan 
yang bagus untuk membentuk komitmen petugas serta 
secara bertahap akan merubah kepatuhan petugas yang 
dilandasi rasa takut menjadi suatu kesadaran bagi petugas 
untuk melaksanakan SOP.

Richard M. Steers (Kuntjoro, 2002) mendefinisikan 
komitmen organisasi sebagai rasa identifikasi (kepercayaan 
terhadap nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan untuk 
berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) 
dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota 
organisasi yang bersangkutan) yang dinyatakan oleh 
seorang pegawai terhadap organisasinya. Steers 
berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan 
kondisi di mana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, 
nilai-nilai, dan sasaran organisasinya. Komitmen terhadap 
organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, 
karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan 
untuk mengusahakan  tingkat upaya yang tinggi bagi 
kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan.

Pengaruh Faktor Persepsi Petugas tentang Power 
Kepala Puskesmas terhadap Kepatuhan Petugas 
Kusta Melaksanakan SOP Pelayanan Kusta di 
Puskesmas Kabupaten Sampang

Faktor persepsi petugas terhadap power kepala 
Puskesmas, meliputi: reward power, coercive power, 
legitimate power, expert power, referent power dan 
informational power. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 
bahwa pelaksanaan reward power, coercive power, 
legitimate power masih dalam kategori lemah. Faktor 
persepsi petugas terhadap power kepala Puskesmas yang 
masuk dalam kategori kuat adalah expert power, referent 
power, dan informational power.

Salah satu yang menentukan keberhasilan sebuah 
organisasi adalah faktor dari pimpinan organisasi. Seorang 
pemimpin harus mampu mengatur jalannya organisasi, 
memengaruhi bawahan dan memberikan perintah dan 
kebijakan-kebijakan dalam organisasi. Supaya seorang 
pimpinan mampu menjadi seorang yang dihormati dan 
dipatuhi semua perintahnya, maka pimpinan harus 
mempunyai power base (dasar kekuasaan) yang meliputi 
reward power, coercive power, legitimate power, expert 
power, referent power dan informational power.

Dalam penelitian ini petugas kusta menilai 
bahwa kepala Puskesmas selaku atasan langsung 
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dari programmer kusta, memiliki kepemimpinan yang 
kuat dalam menata organisasi Puskesmas. Dalam hal 
ini petugas mempercayai kepala Puskesmas sebagai 
pimpinan yang menjadi teladan, pimpinan yang mampu 
memberikan perlindungan bagi bawahan serta pimpinan 
yang menjadi sumber informasi bagi bawahannya. 
Namun, berdasarkan hasil kuesioner masih ada petugas 
yang menjawab bahwa adanya rewards and punishment 
dari pimpinan tidak menyebabkan petugas menjalankan 
SOP kusta, di mana pimpinan Puskesmas tidak begitu 
peduli dengan pelaksanaan SOP kusta di Puskesmas. Hal 
ini ditunjukkan dengan lemahnya pelaksanaan coercive 
power oleh Kepala Puskesmas di Kabupaten Sampang.

Kepala Puskesmas yang ada saat ini tidak 
menjalankan system rewards dan punishment, hal ini 
menurut teori kepatuhan Milligram dikarenakan tidak 
adanya kekuatan dalam diri kepala Puskesmas untuk 
melaksanakan sistem tersebut. Bawahan melaksanakan 
SOP kusta dikarenakan adanya rasa hormat dan rasa 
malu kepada kepala Puskesmas.

Adanya reward dari Dinas Kesehatan dengan 
mempromosikan petugas kusta sebagai tenaga kesehatan 
teladan tidak menjadi daya tarik bagi petugas kusta di 
Puskesmas, justru menjadi hal yang tidak diinginkan, 
dikarenakan adanya anggapan dari petugas kusta dengan 
menjadi tenaga kesehatan teladan akan menambah 
beban kerja dan beban moral petugas tersebut (Millgram, 
1984).

Kepala Puskesmas selaku pimpinan di Puskesmas 
tidak memiliki kekuatan untuk mengatur bawahan terkait 
dengan power yang ada dalam dirinya dikarenakan kepala 
Puskesmas diangkat sebagai pimpinan Puskesmas karena 
adanya penunjukan dari Dinas Kesehatan. Akibatnya 
kepala Puskesmas hanya memiliki kekuatan sebagai 
pimpinan di Puskesmas pada sebatas legalitas dirinya 
atau legitimate power (Millgram, 1984).

Hasil uji regresi linear ganda seperti menunjukkan 
bahwa legitimate power secara signifikan berpengaruh 
terhadap kepatuhan melaksanakan SOP dengan besar 
signifikansi 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP tergantung 
pada kemampuan kepala Puskesmas menggunakan 
hak dan kewenangannya (legitimasi) sebagai kepala 
Puskesmas untuk mengatur bawahannya dan juga 
bahwa tanggung jawab untuk patuh melaksanakan SOP 
dikarenakan orang yang memerintahkannya, bukan dirinya 
pribadi, misalnya atasan atau orang lain yang dianggap 
memiliki wewenang (Millgram, 1984). Jika yang terjadi 
adalah demikian maka adanya otoritas/kewenangan 
dari pimpinan merupakan hal yang sangat menentukan 
petugas untuk patuh atau tidak patuh melaksanakan 
SOP.

Selain itu juga tidak adanya sistem pelaporan secara 
berjenjang untuk program yang dibiayai langsung dari 
provinsi dan pusat, salah satunya adalah program kusta 
dari petugas kusta ke Dinas Kesehatan menyebabkan 
kepala Puskesmas tidak memiliki kekuatan untuk 

melakukan koreksi atau croscek data. Petugas cenderung 
akan lebih patuh kepada Wasor yang ada di Kabupaten. 
Hal tersebut diatas menyebabkan kepala Puskesmas 
selaku pimpinan di Puskesmas tidak memungkinkan untuk 
menerapkan power kepemimpinan tersebut.

Pengaruh Faktor Petugas terhadap Kepatuhan 
Petugas Kusta Melaksanakan SOP Pelayanan Kusta 
di Puskesmas Kabupaten Sampang

Faktor petugas dalam penelitian ini terdiri dari 
komponen motivasi dan komitmen petugas, di mana hasil 
penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan komitmen 
petugas masih dalam kategori rendah. Adanya motivasi 
yang rendah diperlukan peran dari organisasi itu untuk 
meningkatkan motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan teori 
motivasi (Ashar, 2006) bahwa adanya kebijakan dan 
peraturan dari organisasi tersebut dapat “menarik” atau 
“mendorong” motivasi kerja seorang tenaga kerja. Motivasi 
petugas sangat perlu untuk ditingkatkan karena motivasi 
merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu. 
Jika tujuan berhasil dicapai akan memuaskan atau 
memenuhi tercapainya kebutuhan tersebut. Kebutuhan 
petugas terhadap SOP kusta ini terkait dengan pelayanan 
prima yang harus diberikan kepada masyarakat, serta 
terkait adanya audit dari Dinas Kesehatan apabila terjadi 
tingkat kecacatan dan reaksi kusta yang tinggi, yang 
diakibatkan oleh petugas tidak melakukan pelayanan 
kusta sesuai dengan standar SOP. Karena rendahnya 
motivasi menimbulkan komitmen pada petugas 
dalam melaksanakan SOP juga rendah. Rendahnya 
komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab 
seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan 
komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung 
jawab. Jika pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk 
mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. 
Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk 
meningkatkan kompetensi diri (Robbins dan Judge, 
2007).

Komitmen petugas berpengaruh terhadap kepatuhan 
pelaksanaan SOP pelayanan kusta, dengan besar 
signifikansi 0,005, sedangkan motivasi petugas tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan. Adanya pengaruh 
komitmen dengan kepatuhan menunjukkan saat petugas 
memiliki komitmen yang kuat maka dia bersedia untuk 
mengusahakan pelaksanaan SOP pelayanan kusta.

Rekomendasi 

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian dan hasil 
FGD (Focus Group Discussion) dapat disusun rekomendasi. 
Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan adalah dengan 
menetapkan kebijakan secara tertulis tentang pelaksanaan 
SOP yang disertai dengan dibuatnya SK Kepala Dinas 
Kesehatan tentang kewajiban melaksanakan SOP bagi 
semua petugas kusta dalam memberikan pelayanan 
kepada pasien kusta. Membentuk tim pengendali mutu 
Dinas Kesehatan yang bertugas untuk memantau petugas 
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kusta di Puskesmas dalam melaksanakan SOP kusta yang 
berdasarkan pada pelaporan dari petugas kusta tentang 
tingkat kejadian kecacatan penderita dan reaksi kusta. 
Melakukan sosialisasi kepada penderita kusta mengenai 
SOP kusta serta mengadakan forum komunikasi dengan 
masyarakat tentang pelaksanaan SOP kusta dengan tujuan 
masyarakat sebagai konsumen paham dan mendukung 
penerapan SOP oleh petugas. Melakukan sosialisasi 
tentang peranan, manfaat dan fungsi SOP sebagai 
payung hukum bagi petugas kusta dalam memberikan 
pelayanan kepada pasien kusta. Memberlakukan sistem 
rewards and punishment kepada petugas kusta dalam 
melaksanakan SOP kusta. Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dalam 
memantau pelaksanaan SOP oleh petugas yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan.

Rekomendasi untuk Kepala Puskesmas adalah 
dengan melakukan telaah kasus kusta yang disebabkan 
petugas tidak melaksanakan SOP kusta antar petugas 
kusta sebagai bentuk teguran bagi petugas yang tidak 
patuh melaksanakan SOP kusta. Menetapkan kebijakan 
alur pelaporan kusta, yaitu sebelum laporan kusta 
diserahkan ke Wasor Dinas Kesehatan, harus melalui 
kepala Puskesmas. Hal ini dilakukan untuk analisis 
dan telaah data kusta oleh kepala Puskesmas yang 
dapat dijadikan evaluasi bagi petugas kusta dalam 
melaksanakan SOP. Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi secara berkala dan berkesinambungan dalam 
memantau pelaksanaan SOP oleh petugas yang dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan. Melakukan telaah kembali tentang 
SOP kusta yang sudah ada oleh Kepala Puskesmas 
bersama petugas kusta dan melakukan revisi SOP kusta 
disesuaikan dengan kondisi di Puskesmas, sehingga 
akan timbul rasa tanggung jawab untuk melaksanakan 
SOP tersebut.

SIMPULAN

Sebagian besar petugas kusta di Puskesmas 
Kabupaten Sampang patuh dalam melaksanakan SOP. 
Faktor monitoring evaluasi dan kebijakan Dinas Kesehatan 
berada pada kategori cukup, sedangkan berdasarkan 
kedua faktor tersebut hanya kebijakan yang berpengaruh 
terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP pelayanan kusta. 
Sebagian besar petugas kusta di Puskesmas Kabupaten 
Sampang memiliki persepsi yang kuat terhadap power 
kepala Puskesmas dalam mendukung melaksanakan SOP. 

Namun, pada penilaian reward power, coercive power dan 
legitimate power masih berada pada kategori lemah. Faktor 
yang berpengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP 
pelayanan kusta adalah legitimate power. Petugas kusta 
di Puskesmas Kabupaten Sampang memiliki komitmen 
dan motivasi rendah dalam pelaksanaan SOP. Komitmen 
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan SOP 
pelayanan kusta.

SARAN

Melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan 
petugas kusta tentang pentingnya SOP kusta dilaksanakan 
dalam setiap pekerjaan, terutama dalam memberikan 
pelayanan prima dan sebagai payung hukum bagi petugas 
kesehatan, sehingga akan timbul kesadaran dan komitmen 
petugas kusta untuk melaksanakan SOP pelayanan kusta. 
Melakukan review dan perbaikan terhadap SOP kusta 
yang ada di Puskesmas secara berkala yang kemudian 
disepakati sehingga dapat menjadi norma petugas 
kusta dalam melaksanakan pekerjaan melalui proses 
komunikasi, pengawasan sampai pada pemberian sanksi. 
Mengomunikasikan secara terus menerus kesepakatan 
SOP yang telah disusun dengan Wasor Kabupaten, 
melakukan pengawasan sampai pada pemberian sanksi 
maupun reward, dengan tujuan agar tercipta suatu norma 
baru petugas kusta dalam melaksanakan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA
Ashar. 2006. Motivasi. Edisi ke-4, Cetakan ke V. Gramedia. 

Jakarta.

Depkes RI. 2004. Kebijakan Dasar Puskesmas. Jakarta.

Depkes RI. 2004, Modul Pelatihan Program P2 Kusta Bagi UPK, 
Subdirektorat Kusta dan Frambusia Jakarta.

Depkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta.

Millgram, Stanley. 1974. Obedience to Authority: An Experimental 
View. Harpercollins (ISBN 0-06-131983-X).

Robbins S, Coutler M. 2003. Management 7th edition. New Jersey: 
Prentice-Hall.

Supriyanto S dan Damayanti NA. 2007. Perencanaan dan 
Evaluasi, Cet. 1, Airlangga University Press, Surabaya.

Tambunan, Rudi M. 2008. Standart Operating Procedures (SOP). 
Jakarta: Maiestas Publishing.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




